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PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita-Negara R.1. tanggal 14/11 - 2008 No. 9:

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentua

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroa
Terbatas. )

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-68514.AH.01.02.Tahun 2008
TENTANG .
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksam
terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1I da
dokumen pendukungnya serta salinan Akts Nomor 27;
tanggal 16 Agustus 2008 yang dibuat dan disampaike
oleh Notaris Linda Herawati, SH, dan diterima pac
tanggal 16 September 2008, telah memenuhi syan
dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentar
. Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 20
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756
2. Peraturan Pemarintah Nomor 26 Tahun 1998 tentar
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembarz
Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembar:
Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ¢
Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peratur:
Presiden Nomor 09 Tzhun 2005 tentang Keduduka
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Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kernenterian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Peraturan Menterf Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tats Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum
dan Persetujuan Perubzhan Anggaran Dasar,
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. To vata
Astra Financial Services, NPWP01.657,
396.6-011.000, berkedudukan dl Jakarta Selatan
karena telah sesual dengan Format Isian Akta Notaris
Model 1I yang disimpan di dalam database Sisminbakum,
dan salinan Akta Nomor 277, tanggal 16 Agustus
2008 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, 5H,
berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat. .

KEDUA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di lakarta
Pada tanggal 23 September 2008
Amn. MENTEREF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP. 040039881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0090566.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal
23 September 2008
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PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Nomor: 277.
E 2

Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 (enam belas) Agustus tahur
2008 (dua ribu delapan), pukul 17.30 WIB (tujuh belas lewat tiga pulut
menit Waktu Indonesia bagian Barat).

Berada dl hadapan saya, Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notarl:
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan selurut
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saks
yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pad:
akhir akta Inl.

Wanita Surjani Slamet, lahir di Jakarta pada tanggal 11 (sebelas
April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negar:
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan intercom Plaz:
Blok ¢/10, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomo
09.5208.5104568.0111;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Powe
of Attorney yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup tertangez
hari ini, nomor 103/POA//Leg/VIIl/2008 dan dijahitkan pada asli akt:
ini, selaku kuasa dari tuan David Iskandar dan tuan Ayakuni Muramoto
yang memberikan kuasa tersebut bertindak dalam jabatan merek:
masing-masing selaku Direktur dari-dan karenanya bersama-sam;
mewakill Direksi, demikian bertindak berdasarkan kuasa yang diberikai
kepada Direksi oleh para pemegang saham perseroan terbata
PT. Toyota Astra Financial Services, berkeduduka
di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah da
perubahan anggaran dasar terakhirnya telah mendapat persetujua
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denga
surat keputusannya tertanggal 2 (dua) Maret 2006 {dua ribu enam
nomor C-06037 HT.01,04.TH,2006, dan telah diurnumkan datam Berit
Negara Republik. Indonesia tertanggal 13 (tiga belas) April 200
(dua ribu enam), selanjutnya perseroan terbatas tersebut datam akta ir
cukup disebut “Persercan”, .

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. .

Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut menerangka
terlebih dahulu :
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bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui/
mengambil beberapa keputusan, satu dan lain hal sebagaimana
ity ternvata dari 2 (dua) helai surat Circular Resolution of The
Shareholders of PT. Toyota Astra Financial gervices, yang dibuat di
bawah tangan dan bermeterai cukup yang efektif pada tanggal hari
ini dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dalam 2 (dua)
nelai surat keputusan terpisah serta dijahitkan pada asii akta ini
(selanjutnya disebut juga “Keputusan Para Pemegang Saham);
bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, para
pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan
mengikat tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham, dengan
ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis
dan semua pemegang szham memberikan persetujuan mengenai usul
yang dlajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan
tersebut, Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya keputusan yang
diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham dapat juga dianggap
sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang
saham Perseroan;

bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang saham yang
telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham adalah
segenap pemegang saham dalam Perseroan yang mewakili seluruh
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
hingga hari ini dan tanggal Keputusan Para Pemegang Saham tersebut
ditanda tangani, yakni sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham;
bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa kepada
Direksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegarig
Saham, untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam
suatu akta Notaris, hal mana hendak dinyatakan dalam akta inj,
Sehubungan dengan apa yang diureikan di atas penghadap senantiasa

bertindak berdasarkan kekuasan yang diberikan kepada Direksi

menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah

diambil tersebut adalah sebagai berikut :

A. Merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
Tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya seluruh anggaran dasar
Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

4
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Nama dan tempat kedudukan.
Pasal 1.

1.1, Perseroan Terbatas ini bernama PT. Toyota Astr:
Financial Services (selanjutnya dalam Anggaran Dasar in
disebut "Perseroan”), dan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan.

1.2, Persercan dapat membuka kantot-kantor, cabang-cabany
dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalan
maupun di tuar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana akar
ditetapkan oleh Direksi baik melalui rapat maupun melaiui keputusat
sirkuler.

Jangka waktu berdirinya perseroan.
Pasal 2.

Perseroan didirtkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulz
pada tanggal 19 {sembilan belas) Mei 1994 (seribu sembilan ratu
sembilan puluh empat).

Maksud dan tujuan serta kegiatan uszaha.
Pasal 3.

3.1, Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang jas
pembiayaan.

3.2, Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat 3.!
Pasal 3 Anggaran Dasar ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiata
usaha sebagai berikut :

g, Pembiayaan pembelian kendaraan baru merek Toyota (da
kendaraan merek lain yang terkait dengan Toyota yang diproduk
oleh Toyota Motor Corporation dan/atau afiliasinya termasuk mere
Lexus) yang dijual danfatau dltangani oleh jaringan dealer resr
Toyota (termasuk Auto2000);

b, Pembiayaan pembelian aneka merek kendaraan hekas yang diju
oleh jaringan dealer resmi Toyota (termasuk Aute2000);

c. Jasa pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan jas
pembiayaan;
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d. Usaha Kartu Kredit yang ditakukan dalam bentuk penerbitan kartu
kredit kepada pemegang kartu kredit sebagai sarana pembayaran
untuk pembelian barang-barang danfatau jasa-jasa;

e. Pembiayaan Konsumen dalam bentuk penvediaan dana kepada
konsumen untuk pembelian barang-barang dengan pembayaran
secara angsuran termasuk kegiatan-kegiatan yang disebut pada
butir (a) dan (b) di atas;

f. Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam bentuk penyediaan barang-barang
modal kepada penyewa guna usaha termasuk kegiatan-kegiakan yang
disebut pada butir (a) dan (b) di atas, baik dalam bentuk sewa guna
usaha tanpa hak opsi (operating lease) atau sewa guna usaha
dengan hak opsi (finance lease), yang akan digunakan selama jangka
waktu waktu-tersebut untuk membeli barang-barang atau untuk
memperpanjang jangka waktu tertentu untuk membeli barang-
barang atau uniuk memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha
berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati tanpa mengurangi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku di Republik
Indonesia; )

g. Anjak piutang (Factoring) dalam bentuk pembelian atau pengalihan
piutang dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri,
dan/atau pengelolaan penjualan kredit dan penaglhan piutang
perusahaan lain;

h. Menjalankan setlap dan semua kegiatan usaha untuk mencapai dan
memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana disebut pada ayat 3.1.
Pasal 3 Anggaran Dasar ini, baik atas tanggungan sendirj maupun
bersarna-sama dengan pihak atau badan hukum lain, dengan cara
dan dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan, tanpa mengurangi

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia.

Modal
Pasal 4,
4.1. Modal dasar Perseroan adalah Rp. 2.000.000.000.000

(dua trilyun Rupiah), terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar)

saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu
Rupiah}.
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4.2, 25% (dua pulub lima persen) dari saham-saham tersebut d
atas telah ditempatkan oleh para pemegang saham dengan rincian dat
nilai nominal saham yang disebutkan di bagian akhir.

4.3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang telat
ditempatkan sebagaimmana tersebut dalam ayat 4.2. Pasal 4 Anggara
Dasar Ini, atau seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000.000,- {lima ratu:
milyar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroat
oleh masing-masing pemegang saham. .

4.4, lika Direksi mengusulkan untuk mengeluarkan saham lebil

._m:._.cﬂ atau dalam hal jumlzh modal saham yang dikeluarkan mencape

jumlah modal dasar dan Direksi mengusulkan untuk meningkatka

modal dasar Perseroan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar ini dal

mengeluarkan saham lebih lanjut, maka :

a. Setlap pengeluaran lebih lanjut dari saham yang dikeluarkan haru
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, dan Direksi haru
menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan dan syarat
syarat lain yang dianggap perlu, semuanya harus berdasarka
parsetujuan Rapat Umum Permnegang Saham, yang diberikan dalar
Rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa merek
yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagia
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oieh Perseroan da
disetujui oleh paling sedikit 3/4 {tiga per empat) bagian dari jumla
sefuruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, yan
kewenangan untuk memberi persetujuan dari Rapat Umum Pemegan
Saham dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris;

b. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Dafte

Pemegang Saham mempunyal hak terlebih dahulu untuk mengamk

bagian atas saham yang akan dikeluarkan dalam jangka wakt

14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dan setiap pemegan

saham berhak mengambil bagian sesuai dengan perbandinga

jumlah saham yang mereka miliki masing-masing pada tangg:
pengeluaran saham;

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada si¢

saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak unty

menawarkan sisa saham kepada pemegang saham lain var
masih berminat sesuai perbandingan jumlah saham merek
masing-masing;

o
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d. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal penawaran saham kepada para pemegang
saham tersebut, masth ada sisa saham yang tidak diambil bagian
oleh para pemegang saham, Direksi berhak untuk secara bebas
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain;

€. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam sub ayat sebelumnya, dalam
hal pemegang saham pihak asing karena sebab apapun tidak dapat
mengambil bagian atau tidak.mendapatkan persetujuan untuk
mengambil bagian seluruh saham sesuai dengan perbandingan saham
mereka masing-masing atas saham baru yang akan dikeluarkan, maka
pemegang saham pihak asing tersebut berhak untuk mengusulkan
badan hukum yang berhak untuk mengambil bagian dan membell setiap
saham baru yang akan dikeluarkan seandainya pemegang saham
pinak asing tersebut berhak untuk mengambil bagian sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar ini;

f. Setiap pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh pada saat
pengeluarannya.

Saham.
Pasal 5,

5.1, Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas
nama, dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham,

5.2. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak, yaitu suatu badan
hukum, sebagai yang berhiak untuk melaksanakan dan menggunakan
sernua hak yang diberikan oleh hukum atas suatu saham,

5.3, Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa badan hukum, maka mereka yang mempunyai kepemilikan
bersama tersebut wajib untuk menunjuk secara tertulis 1 (satu) badan
hukum di antara mereka atau badan hukum lain sebagal wakil mereka
bersama dan hanya nama wakil ini yang akan dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham dan wekil inf harus dianggap sebagai pemegang sah
saham tersebut dan berhak melaksanakan dan menggunakan semua hak
yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut,

5.4, Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan tertulis mengenal
penunjukan wakil bersama atau perubahan atas setiap penunjukan
tersebut, Perseroan berhak memperlakukan badan hukum yang namanya

[P Spp —
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terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya badar
hukum yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap Rapat Umurr
Pemegang Saham, dan pembayaran dividen untuk saham tersebut harus
ditangguhkan.,

3.5, Para pemegang saham Perseroan demi hukum harus tuncu}
pada Anggaran Dasar ini dan setiap pengubahan terhadap Anggarar
Dasar ini serta semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapa
Umum Pemegang Saham dan ketentuan peraturan perundang-undangar
vang berlaku di Republik Tndonesia.

Surat mmzm.a.
Pasal 6.

6.1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham untuk setiap saham
6.2. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukt
kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) pemegan
saham.
6.3. Suatu surat saham harus memuat :
nama dan alamat pemegang saham;
nomor urut surat saham;
tanggal pengeluaran surat saham; dan
hilai nominal saham.
6.4. Suatu surat kolektif saham harus memuat ;
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor urut surat kolektlp saham;
c. tanggal pengeluaran surat kolektip saham;
d. jumiah sahain yang diwakili oleh surat kolektip saham tersebut;
e, nomor urut saham yang diwakili oleh surat kolektip saham tersebut
dan :
nilai nominal saham.
6.5. Setiap surat saham dan surat kolektip saham harus menyebut
kan tanda-tanda pengenal sebagaimana ditentukan Direksi, yan
menyatakan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan yan
berlaku untuk saham tersebut sebagaimana dianggap periu oleh Direk:
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan pengubahan kemudia
atas Anggaran Dasar ini dan harus memuat tanda tangan Direktur Utam
dan Wakil Direktur Utama.

o0 om
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Penggant! surat saham.
Pasal 7,

7.1.- Apabila surat saham rusak, tidak dapat digunakan lagi atau
hilang, atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Direksi harus diganti
maka surat saham asli tersebut dapat ditukar untuk mengganti surat
saham yang rusak, tidak depat digunakan fagi atau hilang tersebut atas
permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi Perseroan dan dengan
menyerahkan asli surat saham yang rusak atau apa yang tersisa dari
surat saham tersebut, :

7.2, Surat saham asll yang rusak sebagaimanz dimaksud dalam
ayat7.1. Pasal 7 Anggaran Dasar ini harus dihancurkan pada Rapat Direksi

dan peristiwa tersebut harus dicatat dalam risalah Rapat Direksi dan

harus dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

7.3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, Direksf harus
mengeluarkan pengganti surat saham atas permintaan pemegang saham
yang bersangkutan, dengan ketentuan pemegang saham yang
bersangkutan memberikan bukti yang memuaskan yang dapat diterima
oleh Direksi, bahwa surat saham tersehut benar-benar hilang atau rusak
sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup atas biayanya sendirt
sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus.

7.4.  Pengeluaran pengganti surat saham sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 Anggaran Dasar ini, mengakibatkan asli surat saham tidak
berlaku lagi.

7.5, Semua biaya untuk pengeluaran tiap pengganti surat saham
sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ini harus ditentukan oleh Direksi dan

~ harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan,

7.6, Ketentuan dalam 7.1, sampai dengan dan termasuk ayat 7.5,
Pasal 7 Anggaran Dasar ini secara mutatis-mutandis bertaku bagi
pengeluaran pengganti surat kolektip saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus,
, Pasal 8.

8.1. Direksi harus mengadakan, memelihara dan menyimpan

Daitar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan hukum
Perseroan.

e st pa A sy
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8.2. Daftar Pemegang Saham harus memuat

a, nama dan alarnat setiap pemegang saham sebagairnana diberitahukar
secara tertulis oleh pemegang saham tersebut kepada Direksi;

b. jumlah saham yang dimifiki oleh masing-masing pemegang saham
nomor urut saham, tanggal pengeluaran ssham, tanggal perclehal
saham, tanggal perolehan saham, perubahan kepemilikan sahan
setiap pemegang saham dan tanggal perubahan tersebut; .

¢. jumlah yang disetor atas setiap saham dan tanggal setig
pembayaran; )

d. nama dan alamat badan hukum yang mempunyai hak gadai’ata
setiap saham atau penerima jaminan fidusia atas sahan dan S:mm.m
gadai tersebut berlaku efektif atau tanggal pendaftaran akta fidusi
tersebut sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Direks
atau pemegang saham yang bersangkutan atau oleh penerima gadz
atau oleh penerima jaminan fidusia yang bersangkutan;

e. keterangan mengenal pembayaran saham dalam bentuk selain uan
tunai dan penilaiannya diberikan oleh seorang ahli yang independen
dan

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi danfata
disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yan
berlaku di Republik Indonesia. .

8.3. Daftar Khusus harus memuat :

a. keterangan mengenai kepemilikan saham dzlam Perseroan dan/ata

dalam perseroan lainnya oleh para anggota Direksi dan para anggot

Dewan Komisaris serta suamifisteri dan anak-anak merska masing

masing, tanggal perolehan, perubahan kepemilikan saham merek

dan tanggal perubahan tersebut sebagaimana diberitahukan secar
tertulis kepada Direksl cleh para anggota Direksi dan/atau par

anggota Dewan Komisarls; dan .

keterangan fain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/ata

disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yan
berlaku di Republik Indonesia.

8.4. Direksi harus diberitahukan secara tertulis tentang setia

perubahan alamat atau keterangan lain mengenai pemegang sahan dz

hingga pemberitahuan tersebut telah diterima dengan semestinya ole

Direksi, alamat dan keterangan lain yang dicatat dalam Daftar Pemegar

Saham harus digunakan untuk segala surat menyurat, panggilan dz

=
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dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, dan tentang hak-hak
lain yang dapat dilaksanakan oleh pemegang saham,

8.5.  Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, penerima
gadai atau penerima jaminan fidusia atas saham harus dicatat dalam
Daftar Pemegang Saham, dengan cara yang akan ditetapkan aleh Direksi,
berdasarkan bukti mengenai gadai saham atau jaminan fidusia atas saham
bersangkutan yang memuaskan dan yang dapat diterima oleh Direksi,

Pengakuan atas gadai saham atau jaminan fidusia atas saham oleh
Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 60 Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya dapat
dibuktikan dari pencatatan mengenai gadai atau jaminan fidusia atas
saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

8.6. Setiap pencatatan atau perubahan atas Daftar Pemegang
Saham dan Daitar Khusus harus ditandatangani oleh Direktur Utama
dan Wakil Direktur Utama.

8.7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemenang
Seham dan dalam Daftar Khusus termasuk pencatatan mengenai
setfap penjualan, pemindahan, pembebanan, gadai, pengalihan, vang
menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas szham
tersebut harus dilakukan sesual dengan Anggaran Dasar ini,

8.8. Setiap pemegang saham berhak untuk memeriksa Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus selama jam kerja Kantor Perseroan.

Pemindahan hak atas saham.
Pasal 9,

9.1. Pemegang saham tidak boleh mengalihkan, memindahkan,
melepaskan, menggadaikan atav secara lain membebankan saham-
sahamnya dalam Perseroan kecuali sesuai dengan Anggaran Dasar ini
dan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa
mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang
berwenang, jika disyaratkan.

8.2. Pemindehan hak atas saham harus dilakukan berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditandatangani oleh pihak yang memindahkan dan
pihak yang menerima pemindahan atau kuasa mereka yang sah.

9.3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.2.

Pasal 9 Anggaran Dasar ini atau salinannya harus dikirimkan kepada
Perseroan,

12
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9.4. Pemindahan hak atas saham berlaku pada saat Direksi mencatal
pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan akte
pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak aka:
transaksi tersebut atau berdasarkan dokumen lain yang memberikar
bukti cukup atas pemindahan hak tersebut yang memuaskan Direksi
tanpa mengurangi ketentuan Angaaran Dasar ini dan ketentuan Undang:
undang Nemor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehubungar
dengan pemindahan hak atas saham,

9.5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat datam Dafta
Pemegang Sahamn dan surat saham yang bersangkutan dan pencatatar
tersebut harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktu
Utama,

8.6, a. lJika Pemegang saham hendak menjual, mengalihkan
memindahkan atau dengan cara lain melepaskan semua atau sebagial
sashamnya, pemegang saham tersebut (“Pihak Yang Menawarkan®) haru:
memberikan kepada pemegang saham atau para pemegang saham ata
para pemegang saham lainnya {"Pihak Yang Tidak Menawarkan”) suat
pemberitahuan tertulis akan hal tersebut, dengan menyebutkan Hargi
dan Syarat Yang Diminta {sebagaimana akan didefinisikan dalam Anggara
Dasar ini) yang dikehendaki dalam menjual saham-saham tersebut.

Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh Pihak yang Menawarkal
harus menyebut suatu alokasi ("Pemberitahuan Alokasi®) kepada Piha.
Yang Tidak Menawarkan jumlah saham yzng ditawarkan Pihak Yan:
Menawarkan. )

Alokasi saham di antara para Pemegang Saham Yango Tidak Menawarkai
itu harus dilakukan sesuai dengan perbandingan jumlah kepemilika;
saham masing-masing dari tiap-tiap Pihak Yang Tidak Menawarkan pad.
tanggal Pemberitahuan Alokasi tersebut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Pemberitahua
Aiokasi (“Periode Pre-emptive”), Pihak Yang Tidak Menawarka
mempunyai hak terlebih dahulu yang dapat dilaksanakan denga
cara memberi pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Menawarkar
untuk membeli bagian dari Saham Yang Ditawarkan yang dialokasika
kepada mereka dengan Harga dan Syarat Yang Diminta {sebagaiman
akan didefinisikan dailam Anggaran Dasar ini) dan pembelia
tersebut harus dlanggap telah memperoleh persetujuan Rapat Umur
Pemegang Saham.
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b. Jika salah satu atau lebih Pihak yang Tidak Menawarkan tidak
menggunakan haknya untuk membeli, Pihak Yang Menawarkan dapat
menawarkan dan menjual saham-saham atau bagian-bagian darinya
yang tidak dibeli kepada pihak ketiga, dengan harga dan syarat-syarat
yang tidak lebih menguntungkan pembeli dibandingkan dengan Harga
dan Syarat Yang Diminta (sebagaimana akan didefinisikan dalam
Anggaran Dasar ini) yang termaktub dalam Pemberitahuan Alokasi,
dengan memperhatikan kewajiban untuk mempercleh persetujuan
pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

c¢. Hal-hal.tersebut pada sub-ayat (b) ayat 9.6. Pasal 9 Anggaran
Dasar ini juga harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham harus
memutuskan untuk menyetujul atau menunjuk calon pembeli lainnya
dalam jangka waktu 60 {enam puluh) hari sejak berakhirnya Periode
Pre-emptive, dan jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat
memberikan keputusan dalam jangka waktu 60 (enam puiuh) hari
tersebut, penjualan saham kepada pihak ketiga yang diajukan oleh Pihak
Yang Menawarkan harus dianggap telah disetujui oleh Rapat Umum
Pemegang Saham. Pemindahan hak atas saham harus selesaifefektif
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disetujui atau dianggap
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas,

d. Sebagaimana digunakan dalam Pasal & ini, istifah “Harga dan Syarat
Yang Diminta” berarti imbalan {yakni imbalan bersth yang akan diterima
untuk saharn yang akan dipindahkan haknya) yang dapat diterima oleh
Pihak Yang Menawarkan untuk penjualan saham-saham tersebut dan
syarat-syarat penting lain untuk penjualan tersebut.

9.7. Tata cara pemindahan hak atas saham yang ditentukan dalam
sub-ayat (a), (b) dan {c) ayat 9.6. Pasal 9 Anggaran Dasar ini tidak
berlaku untuk pemindahan hak atas saham dari pemegang saham kepada
anak perusahzannya, yang harus memperoleh persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham Persercan dan tanpa mengurangi kewajiban
untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, jlka
disyaratkan. .

Untuk kepentingan ayat 9.7. Pasal 9 Anggaran Dasar ini, "anak
perusahaan” berarti, sehubungan dengan setiap badan hukum, suatu
perusahaan yang.99% (sembilan puluh sembilan persen) atau lebih dari
modal saham yang dikeluarkannya, pada saat tersebut, dimiliki secara
fangsung maupun tidak langsung oleh badan hukum tersebut, tanpa
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mengurangi kewajiban untuk memperoieh persetujuan pihak yang
berwenang, jika disyaratkan.

Setiap pihak yang memindahkan berdasarkan ayat 9.7. Pasal 9
Anggaran Dasar ini harus memberikan pemberitahuan paling sedikit 3
(tiga) bulan sebelum pemindahan tersebut dan harus mendapatkan
persetujuan terlebin dahuly dari semua pemegang saham lainnya.

9,8, Jika karena sebab apapun pemegang saham pinak asing yang
merupakan Pihak Yang Tidak Menawarkan, tidak berhak untuk membeli
saham yang ditawarkan, maka pemegang saham pihak asing yang
merupakan Pihak Yang Tidak Menawarkan tersebut berhak menunjuk
suatu badan hukum Indonesia yang berhak untuk melaksanakan semua
hak vang dapat dilaksanakan oleh pemegang saham pihak asing yang
merupakan Pihak Yang Tidak Menawarkan tersebut cm.ﬂmmm.\xm:
sub-ayat (a), {b), dan (¢} ayat ©.6. Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

9.9, Daritanggal dikirimnya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang
Saham sampai dengan dan termasuk tanggal penutupan Rapat tersebut
dan pada waktu tersebut atau pada jangka waktu tersebut sebagaimans
ditentukan dari waktu ke waktu oieh Direksi, pemindahan hak atas saham
tidak boleh dilakukan.

9.10. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengar
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perserpan ini atau tanpa persetujuar
pihak yang berwenang, jika disyaratkan oleh ketentuan peraturar
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tidak akar
digkui Perseroan. )

9.11. Setiap badan hukum yang memperoleh hak atas saham sebaga
akibat likuidasi pemegang saham atau karena suatu sebab lain yan
menyebabkan kepemilikan atas suatu saham berubah demi hukum
dengan mengajukan bukti pemindahan hak yang dari wakiu ke wakh
disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertuli
untuk didaftar sebagai pemegang dari saham tersebut.

Pendaftaran pemindahan hak atas saham hanya dapat dilakukan jik
Direksi menerima bukti hak atas saham dari badan hukum tersebui
tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

9,12, Sampai dengan pemindahan hak atas saham dicatat dalar
Daftar Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 inf da
surat saham atau surat kolektip saham yang bersangkutan dikeluarkar

hanya pemegang saham yang terdaftar yang diijinkan untuk melaksanaka
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hak-hak pemegang saham dan menerima pembayaran dividen atas
saham-saham tersebut, _

9.13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini berkenaan dengan hak untuk memindahkan dan pencatatan
pemindahan hak stas saham berlaku untuk setiap pengubahan
kepemilikan tersebut dalam Pasal 9 ini, tanpa mengurangi kewajiban
untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang,

Rapat umum pemegang saham.
Pasal 10,

10.1. Terdapat 2 (dus) macam Rapat Umum Pemegang Saham :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah Rapat Umum
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran
Dasar ini; dan

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini disebut “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”) yang
diadakan sewakiu-waktu berdasarkan kebutuhan.

10.2. "Rapat Umum Pemagang Saham" dalam Anggaran Dasar ini
berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuall jika dengan tegas.

Rapat umum pemegang saham tzhunan
Pasal 11,

11.1, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan sekali tiap
tahun, selambatnya pada akhir bulan April setiap tahun.
11.2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi mengajukan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang baru berlalu yang diaudit
oleh akuntan publik vang terdaftar dan penjelasan perhitungan
tersebut untuk mendapatkan pengesahan Rapat;

b, Direksi mengajukan laparan tahunan mengenai keadaan dan
peleksanaan usaha Perseroan, hasil-nasil yang telah dicapai serta
perkiraan mengenal perkembangan usaha Perseroan di masa
mendatang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama
tahun buku, serta rincian masalah vang timbul selama tahun buku
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yang sedang diperiksa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan usaha

Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Rapat;

c. penggunaan laba bersih tahun buku yang baru berlalu dan laba yang
tidak dibagikan dari tahun-tahun buku terdahuiu sebagaimana
diusulkan oleh Rapat Direksi harus diputuskan dan ammmﬂs..c:.

d. para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris harus
diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.2. Pasal 16 dan
ayat 19.2. Pasal 19 Anggaran Dasar ini dan remunerasi mereka
harus ditetapkan; ) )

e. penunjukkan atau penggantian dan penentuan honorarium auditor
Perseroan (suatu kantor akuntan publik indenpenden}); dan

f Hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya para Rapat dapat
dibicarakan dan diputuskan sesual dengan Anggaran Dasar ini.
11.3. 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus memper-

timbangkan dan memutuskan apakah laporan tahunan disetujui atau

tidak sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan apakah laporan keuangar

dlsahkan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar i,

2. Persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ata:
laporan tahunan dan pengesahan laporan Keuangan membebaskar
sepenuhnya Direksi dari tanggung-jawab pengurusannya, serte
mambebaskan sepenuhnya Dewan Komisaris dari tanggung jawat
pengawasannya yang dilaksanakan selama @hun buku yang baru herlal
yang berkaitan dengan laporan tahunan yang disetujui dan laporar
keuangan yang disahkan tersebut, sejauh tindakan-tindakan tersebu
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut
kecuall untuk data yang tidak tepat dan menyesatkan (kecuali dapa
dibuktikan bukan karena kesalahan mereka), penipuan, penggelapan das
tindak pidana lainnya yang diberikan/dilakukan oleh mereka.

11.4. Kewenangan untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Sahan
Luar Biasa yang ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini berlak
secara mutatis mutandis bagi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat umum pemegang saham luar biasa.
Pasal 12,

121. 1. Direksi berwenang untuk memanggil mmumﬂcaca wmsm.@m:
Luar Biasa bilamana Direksi menganggap perlu, tetapi apabila Direk:
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berhalangan, atau jika kepentingan Perseroan bertentangan dengan
kepentingan Direksi, maka Dewan Komisarls berhak untuk memanggil
Rapat.,

2. Direksi wajib memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) atau lebih
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan sah
suara yang sah. .

3. Permintaan tersebut harus tertulis dan dikirimkan dengan suret
tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan dan untuk
mereka yang beralamat terdaitar dl luar Indonesia, permintaan tersebut
harus dengan segera diikuti dengan surat elektronik (e-mail) atau faksimili,

12,2, 1. Apabila Direksi (atau Dewan Komisarls) lalal untuk
memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam waktu
15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat permintaan, maka Dewan
Komisaris atau {para) pemegang saham yang telah meminta agar Rapat
diadakan berhak untuk memanaggil Rapat tersebut atas biaya Perseroan
dengan mengirimkan panggilan kepada sernua pemegang saham
Perseroan, dengan ketentuan bahwa (para} pemegang saham yang
bersangkutan hanya berhak untuk memanggil Rapat tersebut setelah
rmendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan hukum Perseroan dengan memperhatikan
ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Ini dan ketentuan
dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
. 2. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1)
ayat 12.2. Pasal 12 Anggaran Dasar ini harus memperhatikan ketentuan
dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang telah memberi ijin untuk
menyelenggarakan Rapat. :

3. Kecuali apabila ditentukan lain dalam penetapan Ketua Pengadilan
Negeri, Ketua Rapat tersebut harus dipilih oleh dan dari para pemegang
saham dan (para) kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat
tersebut,

4, Jika tidak ditentukan lain dalam penetapan Ketua Pengadilan
Negeri, semua keputusan dalam Rapat tersebut adalah sah dan mengikat
Perseroan dan para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa setiap
dan semua persyaratan dalam Anggaran Dasar ini mengenai korum dan
pemungutan suara untuk hal-hal khusus dalam keputusan yang diajukan,
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telah dipenuhi sebagaimana mestinya dan dengan memperhatikan
ketentuan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Tempat dan panggilan
rapat umum pemegang saham

Pasal 13.

13.1. Tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, Rapat Umurr
Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atat
di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila diadakan di tempat lair
dalam wilayah Republik Indonesia, maka Rapat Umum Pamegang Saharr
harus dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semue
pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang
Ssham tersebut.

13.2, Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus :

a. dalam hal pemegang saham yang alamat terakbirnya sebagaiman:
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham berada di dalam wilayat
Indonesia, disampaikan secara langsung dengan tanda terima van
layak atau dikifim dengan surat tercatat yang dibayar di muka ata
dengan surat elektronik {e-mail) atau faksimili (jika dikirim denga
surat elektronik {e-mail) atau faksimili, penegasan tertulis harw:
dikirimkan dengan surat tercatat secepatnya); atau

b. dalam hal pemegang saham yang alamat terakhirnya sebagaiman
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham berada di luar wilayal
Indonesla, dikirimkan dengan surat tercatat yang dibayar di muk
atau jasa pengiriman udara kilat (dengan tanda terima yang layak
atau dengan surat elektronik {e-mail} atau faksimili (jika dikirir
dengan surat elektronik {email) atau faksimili, penegasan tertuli
harus dikirimkan dengan jasa pengiriman udara kilat secepatnya);
dan dalam tiap hal, harus dikirim paling lambat 30 (tiga puluh) ha:

sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tidak termasuk tangge

panggilan dan tanggal Rapat, dengan ketentuan dalam keadaan darure
jangka waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi 14 (empat belas) har
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat,

13.3. Panggilan harus mencantumkan tempat, tanggal dan wakt
serte acara Rapat dengan disertal pemberitahuan bahwa bahan-baha
yang akan dibicarakan tersedia di kantor Perseroan untuk diperiksa ole
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para pemegang saham mulai dari hari dilakukan panggiian sampai
dengan dan termasuk tanggal Rapat diadakan,

Selanjutnya, panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
harus disertai dengan salinan neraca dan laporan laba rugi untuk tahun
buku yang baru lalu.

13.4. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 13.2. Pasal 13 Anggaran
Dasar ini, apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah
hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, panggilan
terlebih dahulu tidak dipersyaratkan (dengan ketentuan-bahwa semua
pemegang saham menyetujuinya) dan Rapat dapat diadakan di manapun
juga dalam wilayah Republik Indonesta dan berhak untuk mengambil
keputusan yang mengikat.

13.5. Usulan dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam
acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika usulan tersebut telah diajukan
secara tertulis kepada Direksi, sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat
dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku,

Pimpinan dan risalah
rapat umum pemegang saham

Pasal 14,

14.1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua Rapat
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Jika Direktur
Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Jika Direktur Utama
dan Wakil Direktur Utama keduanya tidak hadir, hal mana tidak perlu

_ dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang

Direktur yang dipilih oleh dan darj para anggota Direksi yang hadir dalam
Rapat yang bersangkutan dan jika tidak ada anggota Direksi yang hadir
dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat
tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibukkikan kepada
pihak lain, Rapat harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama, dan dalam
hal Komisaris Utama dan Wakil Kornisaris Utama, keduanya tidak hadir,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan
Komisaris yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
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3ika tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat yang
bersangkutan, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh
dan dari pemegang saham atau kuasa mereka yang hadir datam Rapat
yang bersangkutan melalui pemungutan suara berdasarkan suara
setuju sedikitnya 2/3 {dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dikeluarkan dengan hak suara yang sah.

14.2. 1. Risalah Rapat dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa
Inggris oleh seseorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat dan
harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua pemegang saham atau
kuasanya yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

2, Jika risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat oleh seorang
Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.

3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dan n_._ﬂm_.a.m-
tangani sesuai dengan ketentuan ayat 14.2 Pasal 14 Anggaran Dasar ini
metupakan bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak
lain tentang segala sestiatu yang terjadi dan keputusan yang diambil
dalam Rapat yang bersangkutan.

14.3. Salinan atau kutipan dari risalah Rapat Umum Pemegang
Saham atau keputusan yang diambil sesuai dengan ayat 15.6. Pasal 15
Anggaran Dasar ini merupakan salinan atau kutipan yang sah jika
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, atau
dikeluarkan oleh Notaris yang membuat risalah yang bersangkutan.

Korum, keputusan dan hak suara
Pasal 15.

15.1, 1. Kecualijika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat
Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat hanya jika dalam Rapat tersebut hadir atau
diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumiah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan
hak suara yang sah.

2. Jika korum yang dimaksud dalam sub-ayat {1) ayat 15.1. Pasal 15
Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua.

3. Jika Rapat kedua diadakan, panggilan harus diberikan paling
sedikit 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, termasuk tangga
panggilan dikirimkan dan fanggal Rapat diadakan.

21




23728 PERSEROAN TERBATAS

4, Repat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepulvh) hari
setelah Rapat pertama dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah Rapat pertama dengan ketentuan korum yang sama untuk Rapat
pertama terpenuhi.

5. Apabila korum yang disyaratkan dalam Rapat kedua tidak tercapai,
maka atas permintaan Persercan, korum akan ditentukan oleh Ketua

. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputl tempat kedudukan

hukum Perseroan.

6. Acara rapat kedua harus sama dengan rapat pertama.

15.2. 1. Pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum
Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah.

2. Sehubungan dengan ketentuan sub-ayat (1) ayat 15.2. Pasal 15
ayat di atas, para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris
dan para karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa
pemegang saham Perseroan dalam pemungutan suara, dalam Rapat
Umum Pemegang Saham. :

3. Kuasa harus dibuat dalam bentuk dan dengan isi yang dapat
diterima oleh Direksi Perseroan tanpa mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya
mengenai bukti berdasarkan Kitzb Undang-undang Hukum Perdata yang
betrlaku di Republik Indonesia, dan harus diterima oleh Direksi paling
lambat 3 (tiga) Harl Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang
Saham yang bersangkutan,

Untuk kepentingan sub-ayat {3) ayat 15.2. Pasal 15 Anggaran Dasar
ini, yang dimaksud dengan Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan
hari Jumat, kecuali hari libur nasional sebagaimana ditetapkan oleh
pemerintah.

4, Ketua Rapat berhak meminta mereka yang hadir dalem Rapat untuk
membuktikan hak mereka untuk menghadin Rapat yang bersangkutan.

15.3. 1. Tiop saham memberikan hak kepada perniliknya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.

2. Saham-saham Perseroan yang dipegang oleh Perseroan tidak
memberikan hak untuk mengeluarkan suara,

3. Saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh tiap anak perusahaan
Perseroan tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara.

4, Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap iidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jurmlah suara yang dikeluarkan.
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5. Pemungutan suara mengenai usul yang berkaitan dengan diri
orang dilaksanakan dengan surat tertutup dan tidak ditandatangani, dan
dalam hal usulan mengenai hal-hal lainnya dilaksanakan secara lisan atau
dengan cara lain yang ditentukan oleh Ketua Rapat yang bersangkutan
dan harus disetujui oleh sedikitnya 2/3 {(dua per tiga) bagian dengan
jumilah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

15.4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai,
maka kecuali ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar ini, keputusan
harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju cleh
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumiah seluruh suara yang
dikeiuarkan dengan sah dalam Rapat. :

15.5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang 'sah
dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan telah diberitahukan
secara tertulis kepada semua pemegang saham Perseroan dan semua
pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis
dengan memberilkan pernyataan secara tertulis. dengan memberikan
pernyataan yang ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka,
Keputusan yang diambil secara demikian mempunyai kekuatan hukum
yang sama sebagaimana keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Umum Pemegang Saham.

15.6. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
setiap keputusan mengenai :

a. pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit atau
mengambil fangkah-langkah penyelesaian dengan semua kreditur
Perseroan; atau .

b. pembelian kembali saham-saham Perseroan oleh Perseroan dan
penjualan saham-saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan,
yang harus mendapat persetujuan pihak yang berwenang, jika
disyaratkan,
harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dinadiri

atau diwakili para pemegang yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga

perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan

dengan hak suara yang sah, dan keputusan mengenai hal tersebut di

atas harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
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Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka
keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui

sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat,

Bireksl
Pasal 16,

16.1. Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan
Komisaris. Direksi terdiri dari sedikitnya 6 (enam) orang anggota,

Susunan Direksi adalah sebagai berikut ;

a. 1 {satu) orang Direktur Utama;

b. 1 (satu) orang Waki] Direktur Utama; dan

¢, sedikitnya 4 (empat) orang Direktur,

Dalam hal terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi terdirl dari sisa
anggota Direksi, sampai penggantinya diangkat sesuai dengan ayat 16.10.
Pasal 16 Anggaran Dasar ini, tanpa mengurangi kewajiban untuk
memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

16.2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, dengan ketentuan bahwa : ‘

a. Direkitur Utama atau Wakil Direktur Utama dan sedikitnya 2 (dua)
orang Direktur diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh
pemegang saham pihak Indonesia; dan

b. Wakil Direktur Utama atau Direktur Utama dan sedikitnya 2 (dua)
orang Direktur diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh
pemegang saham pihak asing; ,

¢, Untuk pertama kalinya, Direktur Utama dicalonkan oleh pemegang
saham pihak Indonesia dan Wakil Direktur Utama dicalonkan oleh
permegang saham pihak asing (pencalonan tersebut dilakukan setelah
terlebih dahulu mengadakan pembahasan di antara para pemegang
saham dengan ittkad baik).

Selanjutnya, pengangkatan Direktur Utama dan Wakil -Direktur
Utama akan dilakukan secara bergantian dari calon-calon pemegang
saham pihak asing dan pihak Indonesia. Pencalonan demikian mengikat
Rapat Umurmn Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Direksi.

Jika tidak ada calon-calon yang diajukan pada Rapat Umum Pemegang
Saham yang memutuskan pengangkatan para anggota Direksi, Rapat
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Umum Pemegang Saham yang memutuskan pengangkatan para anggota
Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk mengangkat
siapapun juga tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh
persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

16.3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk jangka waktu sejak penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan kedua berikutnya setelah tanggal
pengangkatan mereka tanpa mengurangl ketentuan dalam ayat-aya
16.5., 16.6,, 16,7, dan 16.8. Pasal 16 Anggaran Dasar ini.

16,4, Seorang anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhit
dapat diangkat kembali atas pencalonan pemegang saham yang semulz
mencalonkan anggota Direksi tersebut berdasarkan ayat 16.2 Pasal 1¢
Anggaran Dasar ini. )

16.5. 1. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Rapai
Umum Pemegang sewaktu-wakiu bahkan sebelum masa jabatannye
berakhir, dengan menyebutkan alasannya.

2. Setiap keputusan untuk memberhentikan seorang anggote
Direksi sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1) ayat 16.5. Pasal 1¢
Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan setelah anggeta Direksi yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam Rapa'
Umum Pemegang Saham, .

3. Dengan dikeluarkannya keputusan untuk memberhentikar
seorang anggota Direksi sesuai dengan sub-ayat (2) ayat 15.5. Pasal 1t
Anggaran Dasar ini, kedudukannya selzku anggota Direksi berakhir.

16.6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat arang iair
untuk menggantikan anggota Direksl yang diberhentikan dari jabatanny:
berdasarkan ayat 16.5. Pasal 16 Anggaran Dasar ini atau untuk mengis
lowongan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggot
Direks] yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lawongal
tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya

16.7. Seorang anggote Direksi dapat mengundurkan diri dar
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroal
mengenai niatnya ity paling sedikit 30 (tiga puluh) harl sebelumnya
kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui jangka wakh
lain untuk pemberitahuan.
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Anggota Direksi tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung
jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya dari
tanggung jawabnya selamz masa jabatannya.

16.8. Masa jabatan anggota Direks! dengan sendirinya berakhir
apabila salah satu alasan berikut terjadi :

a. anggota Direksi tersebut mengundurkan dirl sesuai ketentuan
ayat 16.7, Pasal 16 Anggaran Dasar ini;

b. anggota Direksi tersebut dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah
pengamnpuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

c. anggofa Direksi tersebut dilarang untuk menjadi anggota Direksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku

di Republik Indonesia;

d. anggota Direksi tersebut meninggal dunia; atau
e, anggota Direksi tersebut a_cm}msﬁ_xm: Umammm_.xm_._ keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham,

16.9. Pembagian tugas di antara para anggota Direksi dan gaji para
anggota Direks! ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari
waktu ke waktu, dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.

16.10. Apablla. karena suatu sehab, jabatan anggota Direksi
lowong, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut untuk
mengisi lowongan tersebut,

Penggantian seorang anggota Direksi dilakukan dari calon-calon yang
diajukan oleh pemegang saham yang sama vang telah mengajukan
calon untuk jabatan anggota Direksi vang digantikan.

16.11. Jika karena suatu sebab, terjadi Jowongan dalam semua
jabatan anggota Direksi, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadinya lowongan, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus
diadakan untuk mengangkat anggota Direksi baru, dan hingga
pengangkatan tersebut, Perseroan untuk sementara émxnc dlurus oleh
omém: Komisaris.

16,12, Dalam waktu 2 {dua) minggu setelah Hm:mmm_ berlakunya
pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota Direksi harus
memberitahu Direksi secara tertulis (i} mengenai alamat mereka
masing-masing sebagai alamat yang dituju untuk pengiriman
panggilan dan surat menyurat [3innya, dan setiap anggota Direksi harus
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memberitahukan Direksi mengenai setiap perubahan alamat mereka
masing-masing; hingga pemberitahuan tersebut telah diterima oleh
Direksi, alamat anggota Direksi yang telah diberitahukan kepada Direksi,
atau jika tidak diberikan pemberitahuan, alamat yang diketahui oieh
Direksi, harus dipergunakan untuk semua surat-rnenyurat dan pangallan
yang dikirim kepada anggota Direksi tersebut, dan (ii) mengenai
kepemilikan sahamnya dan suamifistri serta anak-anaknys dalam
Perseroan danfatau perusahaan lain.

16,13, Kecuali apabila disetujui oleh keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham, semua anggota Direksi dilarang berusaha dalam
suatu usaha atau memegang suafu jabatan dalam perusahaan
atau perseroan lain dengan usaha serupa di dalam wilayah Republik
Indonesia, yang bersaing depgan usaha Perseroan atau yang
bertentangan dengan kepentingan Perseroan,

Tugas dan wewenang Direksi.
Pasal 17.

17.1, Direksi umnm:mucgm jawab penuh dalam melaksanakan tugas-
nya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Persercar

* dalam mencapal maksud dan tujuannya. -

17.2. Setiap anggota Direksi wajlb dengan itikad balk bertanggung
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ketentuan peraturar
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

17.3. Kecuali untuk hal-hal yang secara tegas ditentukan berdasarkar
Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Republik Indonesia bahwa terdapat persyaratan untuk disetuju
oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris, Direks
berhak dan berwenang untuk mewakill Perseroan, batk di dalam di lua
Pengadilan dan sehubungan dengan semua hal, dan dalam setia|
peristiwa berhak dan berwenang untuk melakukan untuk dan ata
nama Perseroan, semua transaksi mengenai pengurusan Perseroai
dan penjualan harta kekayaannya.

17.4. Persetujuan terlebih dahulu darl Dewan Komisaris, baik melalu
keputusan rapat Dewan Komisaris, atau melalui keputusan sirkule
diperfukan oleh Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebage
berikut :
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d.

=

menerima pinjaman dalam :

i). kegiatan di luar kegiatan usaha biasa;

it). kegiatan usaha biasa untuk fasilitas kredit berkaitan dengan
pinjaman yang baru, yang diperbaharui atau yang divbah dari
setiap bank atau fembaga keuangan lainnya dalam jumiah iebih

dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) atau.

jumiah lain yang disepakati oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
berkaitan dengan perluasan usaha Perseroan; dan/atau
memberi pinjaman dalam ;

i). kegiatan di luar kegiatan usaha hiasa ;

ii). kegiatan usaha biasa sehubungan dengan jumlah saldo yang
terhutang -dalam jumlah lebih darj Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar Rupiah) untuk setiap pelanggan korporasi) dan/
atau kelompok usahanya (group);

membebankan secara hak tanggungan, gadai, menyewakan,

menukarkan, atau dengan cara. apapun menjual atau memindahkan

harta kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai buku tidak melebihi

1/20 (satu per dua pulvh) dari nilai harta kekayaan Perseroan

sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang

diaudit dan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan bafk dalam satu atau lebih transaksi pada tahun

buku yang sama:

memperoleh danfatau melepaskan harta tetap dalam jumiah lebih

dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dalam satu transaksi;

menyetujul penghapusan permanen tagihan dari harta kekayaan

Perseroan (termasuk kerugian kredit) dalam jumlah nilai buku lebih

dari Rp, 2.000.000.000,~ (dua milyar Rupiah) tetapi tidak melebihi

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dalam satu tahun buku;

menyetujui rencana jangka panjang dan rencana tahunan kegiatan

usaha (seperti laba rugi dan penanaman modal)
memutuskan pembagian dividen interim;
menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan
perubahannya;

menjadi penjamin dari pihak ketiga, dan

menangani, melakukan atau membela gugatan, tuntutan atau proses

peradilan dalam jumlah lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Rupiah) yang timbul dari kegiatan di luar kegiatan usaha biasa.

.
¥
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17.5. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Sahar
baik melalui keputusan rapat maupun keputusan sirkuler diperlukan ofe
Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a, menyetujui penanaman modal atau investasi dalam surat berharg
yang laku di pasar dalam jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000,
(sepuluh milyar Rupiah) dalam satu transaksi;

b. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan;

C. menunjuk atau menghentikan penunjukkan, dan menetapks
honorarium auditor Perseroan (suatu kantor akuntan publi
independen);

d. mengubah setiap hak yang mengait pada Saham, menyetujui da
mengubah setiap skema hak opsi untuk karyawan, atau pengeluara
Saham atau efek lainnya, memberikan hak opsi, waran atau hak lainny
untuk membell Saham atau hak yang dapat dikonversi menjadi Sahan
konsolidasi, konversi atau membeli kembali saham, atau melakuka
Penawaran Umum Perdana atau suatu penawaran hutang yang dapz
dikonvers! menjadi saham kepada masyarakat (termasuk apabii
Penawaran Umum Perdana tersebut termasuk komponen turunanny
dan jumlah Saham yang dapat dijual cleh para pemegang saham pad
Penawaran Umum Perdana tersebut),

Untuk menghindari keragu-raguan, kecuali apabila disetujui sebalikny

secara tertulis oleh para Pemegang Saham, setiap hak opsi, Sahamr

waran, efek atau hak-hak lain untuk membeli Saham atau hak-ha
yang dapat dikonversi menjadi Saham harus ditawarkan kepada par

Pemegang Saham secara pro rata sesuai dengan Anggaran Dasar ini
e. menghapus secara permanen harta kekayaan Perseroa

(termasuk kerugian kredit) dalam jumlah nilai buku lebih dai

Rp, 10.000,000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dalam satu tahu;

buku; dan .

f. memberi pinjaman sesuai dengan kegiatan usaha biasa dalam jumial
lebih darl Rp. 100.000.000.000,~ (seratus milyar Rupiah) dalan
satu fransaksi,

17.6. a. Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama;
atau

b. Setiap 2 (dua) orang Direktur, 1 (satu) yang dicalonkan ofel

pemegang saham pihak Indonesia dan 1 (satu) yang dicalonkan olel
pemegang saham pihak asing;
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berwenang untuk mewakiii Direksid an bertindak untuk dan atas nama
Perseroan, .

17.7. Jika Direksi atas nama Perseroan bermaksud untuk menjual
atau secara lain mengalthkan hak atau membebankan sebagai jaminan
harta kekaysan Perseroan, baik dalam .satu atau beberapa transaksi
dalam satu tahun buku yang mempunyai nifal buku lebib dari 1/20 (satu
per dua puluh) bagian dari nitai harta kekayaan Perseroan sebagaimana
ternyata dalam laporan keuangan yang telzh diaudit dan yang disahkan
dengan semestinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
maka Direksi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian darl jumiah seluruh
saham yang ditempatkan atau dikeluarkan dengan hak suara yang sah,
dan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
jumlzh seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

17.8. Direksi berhak menunjuk 1 (satu) orang atau lebih sebagai
kuasanya dan untuk maksud tersebut Direksi harus mengeluarkan kuasa
tertulis yang mering kewenangan serta kuasa yang diberikan kepada
penerima kuasa yang bersangkutan berdasarkan kuasa tersebut.

17.9. Dalam hal kepentingan Perseroan bertentangan dengan
kepentingan pribadi anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi dan
bertindak untuk dan atas nama Perseroan, maka Perserpan akan diwakili
oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai pertentangan
kepentingan dengan Perseroan, dan jika kepentingan Perseroan
bertentangan dengan kepentingan semua anggota Direksi, maka
Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris.

Rapat Direksi,
Pasal 18.

18.1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu sebagaimana dan
bilamana dianggap perlu oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama
atau atas permintaan tertulis dari 2 (duz) orang anggota Direksi atau
oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisatls.

18.2, 1. Panggilan-Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
berhak mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan ayat 17.6. Pasal 17
Anggaran Dasar ini.
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2. Panggilan tertulis Rapat Direksi harus dikirimkan secara langsui
kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang layak at
dikirimkan dengan surat tercatat, surat efektronik (e-mail) atau deng:
faksimili, (apabila dikirimkan dengan surat elektronik (e-mail) ak
dengan faksimill, penegasan tertulis harus dikirim secepatnya) pali
sedikit 5 (lima) Hari Kerja sebelum Rapat diadakan tidak termas
tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dengan ketentuan bahwa dalz
keadaan darurat, jangka waktu panggilan tersebut dapat dipersingk
menjadi 3 (tiga) Hari Ketja, tidak termasuk tanggal panggilan d.
tanggal Rapat,

Untuk kepentingan Pasal i8 Anggaran Dasar ini, yang dimaks
dengan Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecu
hari libur nasional sebagaimana ditetapkan oleh pemerintzh,

3. Panggilan tersebut harus menyebutkan acara, tanggal, wak
dan tempat Rapat,

4. Tanpa mengurangi ketentuan sub-ayat (2) ayat 18,2. Pasal
Anggaran Dasar ini, apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwal
dalam Rapat, panggilan tertulis terlebib dahulu tidak disyaratkan.

18.3. Jika Direksi tidak memanggil Rapat Direksi pada tange
tersebut dalam permintaan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sej
tanggal diterimanya permintaan tersebut, maka para anggota Dew
Komisaris berhak untuk menyelenggarakan Rapat Direksi deng
mengirimkan panggilan kepada semua anggota Direksi.

18.4. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan huke
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan, dan jika sem
anggota Direksi hadir danfatau diwakili oleh kuasanya, Rapat Dire
dapat diadakan di manapun sebagaimana ditentukan oleh Direk
Utama dan Wakil Direktur Utama serta berhak mengambil keputus
yang saham dan menglkat,

18.5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,

Dalam hal Direkiur Utama tidak hadir, ketidakhadiran mana pa
Rapat pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Raj
dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan Wz
Direktur Utama tidak hadir, ketidakhadirian mana pada Rapat pertal
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin o

salah seorang anggota Direksi yang dipilib oleh dan dari anggota Dire
yang hadir dalam Rapat.
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18.6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa
yang sah.

18.7. Rapat Direks] adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari separuh dari jumlah
anggofa Direksi, terdirt dari sedikitnya 1 (satu) orang Wakil dari masing-
masing pemegang saham pthak Indonesia dan pemegang saham pihak
asing hadir dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut,

Apabila dalam suatu Rapat korum tidak terpenubl, Rapat akan
ditunda. Rapat kedua akan diselenggarakan paling cepat 2 (dua) Hari
Kerja dan selambatnya 5 {lima) Hart Kerja setelah tanggal Rapat Direksi
vang pertama.

Apabila Rapat kedua akan diselenggarakan, pangailan harus
diberikan sedikitnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Rapat kedua, termasuk
tanggal panggilan dan tanggal Rapat kedua. -

18.8. 1. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat,

2. Delam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai,
maka keputusan harus diambil melalul pemungutan suara berdasarkan
suara setuju dari sebagian besar anggota Direksi yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat yang telah memenuhi korum dengan ketentuan
bahwa suara tersebut terdiri dari sedikitnya 2 {dua) suare masing-masing
dari Direktur yang berasal dari calen yang diajukan oleh pemegang
saham pihak Indonesia dan permegang saham pihak asing.

" Dalam hal hasil pemungutan suara dalam Rapat Direksi berimbang,
maka hal tersebut akan diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris.

18.9, 1, Setjap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara dan fambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
vang diwakilinya.

2. Pemungutan suara berkenaan dengan diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditandatangani, pemungutan suara berkenaan
dengan hal-hal lain dilakukan secara iisan atau dengan mengacungkan
tangan, kecuall jika Ketua Rapat menentukan cara lain tanpa ada
keberatan dari mereka yang hadir. ’ A

3. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak
dikeluarkan dan dengan demiklan dianggap tidak ada dan tidak boleh

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat
Direksi. .
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18.10.1. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seseorang yang hadi
dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian haru
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama ata
kuasa mereka yang hadir dalam Rapat tersebut, atau dalam hal Direkte
Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir, risalah tersebut haru
ditandatangani oleh 2 (dua)} orang anggota Direksi, di antara merek
harus termasuk paling sedikit 1 (satu) orang Direktur yang diangkat da
calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan 1 (saty
orang Direktur yang diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegan
saham pihak asing yang ditunjuk pada Rapat Direksi, untuk memastika
kelengkapan dan Ketepatan risalah tersebut,

Dalam hal terdapat perselisihan berkaitan dengan hal-hal yan
termuat dalam risalah tersebut, hal-hal tersebut harus diputuska
dalam Rapat Direksi.

2. Jika risalah dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan par
anggota Direks! tersebut tidak disyaratkan.

3. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani sesu:
dengan ketentuan ayat 18,10, Pasal 18 Anggaran Dasar ini merupaka
bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi, semua anggot
Dewan Komisaris, para pemegang saham dan pihak lain tentang segal
sesuatu yang terjadi dan keputusan yang diambil dalam Rapat tersebul

18.11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah da
mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semu
anggota Direks! telah diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengen:
usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah menyetujt
usul yang bersangkutan secara tertulis dan telah menandatangar
persetujuan tersebut, .

Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian mempuny:

xmx:m.ﬁmz:cxcsﬁsummammmum&xmncﬂcmmsﬁnmQmsg_am:mm:mm
dalam Rapat Direks. -

Dewan Komisaris.
Pasal 19,

19.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 4 (empat) oran

anggota dan tidak lebih darl 5 (lima) orang anggota. Susunan Dewa
Komisaris adalah sebagal berikut :
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a. 1 (satu) orang Komisaris Utama;

b. 1 (satu)} orang Wakil Kamisaris Utama; dan
3 (tiga) orang Komisaris, termasuk 1 (satu) Komisaris Independen
(apabila disyaratkan).

Dalam hal terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan
Komisaris terdirl darl sisa anggota Dewan Komisaris, hingga seorang
pengganti diangkat sesuai dengan ayat 19.9. Pasal 19 Anggaran Dasar
ini, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak
yang berwenang, jika disyaratkan.

19.2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa :

a. Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama dan 1 (satu) orang
Komisarls diangkat dati calon-calon yang diajukan oleh pemegang
saham pihak asing;

b. Wakil Komisaris Utama atau Komisaris Utama dan 1 {satu) orang
Komisaris diangkat dari calon-calon vang diajukan oleh pemegang
sgham pthak Indonesia;

¢. Komisaris Independen diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh
pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing;

d. untuk pertema kalinya, Komisaris Utama dicalonkan oleh pernegang
saham pihak asing dan Wakil Komisaris Utama dicalonkan oleh
pemegang saham pihak Indonesia.

Selanjutnya, penunjukan Komisaris Utama dan Wakil kKomisaris
Utama akan dilakukan secara bergantian antara pemegang saham
pihak asing dan pemegang saham pihak Indonesia.

Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Pemegang Saham yang
mengangkat para anggota Dewan Komisaris.

Jika tidak ada calon-calon yang diajukan dzlam Rapat Umum
Pemegang Saham yang memutuskan pengangkatan para anggota Dewan
Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan berhak
untuk mengangkat siapapun juga tanpa mengurangi kewajiban untuk
memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

19.3. Tanpa mengurangi ketentuan ayat-ayat 19.4., 18.5,, 19.6.,
dan 19.7. Pasal 19 Anggaran Dasar ini, para anggota Dewan Komisaris
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham vang mengangkat mereka
dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
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kedua berikutnya, dan setelah berakhirnya masa jabatan merek:
mereka dapat segera diangkat kembali,

19.4, 1. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan ole
Rapat Umum Pemegang Saham setiap waktu bahkan sebelum mas
jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya.

2. Setiap keputusan untuk memberhentikan seorang anggeta Dewe
Komisaris sebagaimana tersebut dalam sub-ayat (1) ayat 19.4 Pasal 1
Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan setelah anggota Dewe
Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diriny
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dengan dikeluarkannya keputusan untuk memberhentikz
seorang anggota Dewan Komisaris sesuaj dengan sub-ayat (2) ayat 19.
Pasal 19 Anggaran Dasar ini, kedudukannya selaku anggota Dew:
Komisaris berakhir,

19.5, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat orang lain untu
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan da
jabatannya berdasarkan ayat 19.4. Pasal 19 Anggaran Dasar ini at
untuk mengisi lowongan, sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan m:mmo
Dewan Komisaris yang diberhentikan secara demikian atau unt
mengisi lowongan tersebut, adalah sisa masa jabatan anggota Dew:
Komisaris yang digantikannya.

19.6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan d
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Persero:
mengenai niatnya itu paling sedikit 30 {tiga puluh) hari sebelumnya.

Anggota Dewan Komisaris tersebut hanya akan dibebaskan ds
tanggung jawabnya, jika pengunduran dirinya a_nmzam oleh Rap
Umum Pemegang Szham.

19.7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirim
berakhir apabila salah satu alasan berikut terjadi :

a. anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri sesuai dengi
ketentuan ayat 19.6, Pasal 19 Anggaran Dasar ini;
b. anggota Dewan Komisaris tersebut dinyatakan pailit atau ditan

di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
¢. anggota Dewan Komisaris tersebut dilarang untuk menjadi anggo

Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundan

undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
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d. Anggota Dewan Komisaris tersebut meninggal dunia; atau
e. Anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

19.8. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima honorarium
sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.

19,9, Apabila karena suatu sebab jabatan seorang anggota Dewan
Komisaris menjadi lowong, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus
diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan
tersebut untuk mengisi lowongan tersebut.

Penggantian seorang anggota Dewan Komisaris dilakukan dari calon-
calon yang dlajukan oleh pemegang saham yang sama yang telah
mengajukan calon-calon untuk jabatan anggota Dewan Komisaris yang
digantikan.

19,10. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tangga! berlakunya
pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota Dewan Komisaris
harus memberitshukan secara tertulis kepada Direksi (i) mengenai
alamat mereka masing-masing untuk tujuan pengiriman panggilan dan
surat menyurat lainnya, dan setiap anggota Dewan Komisaris harus
memberitahukan Direksl mengenal perubahan alamat mereka masing-
masing hingga pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Direksi, alamat
anggota Dewan Komisaris yang telah diberitahukan kepada Direksi, atau
jika tidak diberikan pemberitahuan, alamat yang diketahui oleh Direksi,
harus dipergunakan untuk semua surat-menyurat dan panggilan yang
dikirim kepada anggota Dewan Komisaris tersebut, dan (i) kepemilikan
saham mereka dan suami/isteri dan anak-anaknya dalam Perseroan
dan/aktau perusahaan lain.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
Pasal 20.

20.1. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pengurusan
Perseroan oleh Direksi, melakukan pekerjaan fain sebagaimana akan
ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham
serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalem Anggaran
Dasar ini.

20.2. Tanpa mengurangi hal-hal yang diatur ayat 20.1. Pasal 20
Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris berwenang untuk member
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tanggapan terhadap laporan keuangan bulanan, kuartalan dan tahuna
yang disiapkan oleh Direksi mefalui keputusan Rapat Dewan Ko misaris

20.3. Anggota Komisaris, baik sendiri-sendiri maupun secar
bersama-sama, berhak, selama jam kantor Persercan untuk memasul
bangunan, kantor dan pekarangan yang digunakan atau dikuasai ole
Persercan dalam rangka menjalankan tugas mereka, dan anggot
Dewan Komisaris tersebut juga berhak, selama jam kerja Perseroar
untuk memeriksa catatan dan dokumen dan kekayaan Perseroan, dala
rangka menjalankan tugas mereka,

20.4. Anggota Direkst harus memberikan semua informast berkenaz
dengan Perseroan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam rangk
menjalankan tugas mereka.

20.5. Sewaktu-waktu Rapat Dewan Komisaris dapat memberhent
kan untuk sementara (para) anggota Direksi dari jabatannya (iabatc
mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan yang bertentang:
dengan Anggaran Dasar in atau bertindak tidak sesuai dengan ketentu:
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesi
Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada anggo
Direksi yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan pemberhenti:
sementara tersebut.

20.6. 1. Setelah pemberhentian sementara tersebut, Dews
Komisaris harus memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bias
yang harus diadakan dalam wakiu 30 (tiga puluh) hari sejak tangg
pemberhentian sementara tersebut dapn Rapat tersebut han
memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan unt
sementara tersebut, diberhentikan atau dikembalikan pada kedudukanny
setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan unt
sementara tersebut dan setelah ia {mereka) diberi cukup kesempati
untuk membela dirl terhadap tuduban-tuduhan atas dirinya (mereka).

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dipimpin ol
Komisarls Utama.

Daiam hal Komisarls Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktik
kepada pthak lain, Rapat tersebut dipimpin cleh Wakil Komisaris Utamr

Jika Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama keduanya tid
hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat terset
dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari para anggc
Dewan Komisarls yang hadir dalam Rapat tersebut dan dalam hal fid
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ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, hal mana tidak
peilu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa tersebut dipimpin oleh seorang yang dipilih dari dan oleh para
pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam
Rapat tersebut.

3. Panggilan untuk Rapat Umum -Pemegang Saham Luar Biasa
sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (1) dan (2) ayat 20.6. Pasai 20
Anggaran Dasar jni harus memuat alasan pemberhentian sementara
dan harus dikirim kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Anggota (~anggota) Direksi yang diberhentikan sementara tersebut
harus diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.

20.7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa fidak
diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya
pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut
dengan sendirinya batal.

20.8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan sementara atau jika
karena sebab apa pun tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan
Kornisaris harus mengurus Perseroan uniuk sementara waktu. .

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kewenangan kepada 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris
untuk mengurus Perseroan dan bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili Perseroan.

20.9. Jika hanya ada 1 (satu) orang Komisaris, maka semua tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Dewan Komisaris harus dianggap
telah diberikan kepada Komisaris tunggal tersebut,

Rapat Dewan Komisaris,
Pasal 21.

21.1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu
sebagaimana dan bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau
Wakil Komisaris Utama, atau atas permintaan tertulis dari 2 (dua) orang
anggota Dewan Komisaris atau permintaan tertulis dari Direksi atau
Pemegang Saham. )

21.2. 1, Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan olen
Komisaris Utama atau Wakil Komisarls Utama, atau 2 (dua) anggota
Dewan Komisaris lainnya,
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2. Panggilan tertulis Rapat Dewan Komisaris harus dikirimkan secarz
langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terim:
yang layak atau dikirim dengan surat tercatat, surat elektronik (e-mail
atau dengan faksimili (apabila dikirim dengan surat elektronik (e-mail
atau faksimili, penegasan tertulis harus dikirim secepatnya) paling sediki
14 {empat belas) Hari Kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dengan ketentua
jika dalam keadaan darurat, panggilan tersebut dapat dipersingka

- menjadi 7 (tujuh) Harl Kerja, tidak termasuk tanggal panggilan dai

tanggal Rapat.

Untuk kepentingan Pasal 21 Anggaran Dasar inl, yang dimaksu
dengan Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan harl Jumat, kecua
hati libur nasional sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

3. Panggilan tersebut harus menyebutkan acara, tanggal, wakt
dan tempat Rapat.

4, Tanpa mengurangl ketentuan sub-ayat (2} ayat 21.2. Pasal 2
Anggaran Dasar ini, jika semua anggota Dewan Komisaris hadir dar
atau diwakill dafam Rapat Dewan Komisaris, panggilan tertulis terlebi
dahulu tersebut tidak disyaratkan.

21.3. Jika Komisaris Utama fidak memangail Rapat Dewan Komisari
pada tanggal yang disebut dalam permintaan dalam waktu 21 (dua puiu
satu) hari sejak tanggal permintaan tersebut diterima, maka para anggot
Direksi atay pemegang saham berhak untuk memanggil Rapat Dewa
Komisaris dengan mengirimkan pangailan kepada semua anggot
Dewan Komisaris, .

21.4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan hukui
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan, dan jika semi
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat dapat diadakan
tempat manapun sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama dz
Wakil Komisarls Utama sarta berhak untuk mengambil keputusan yar
sah dan mengikat.

21.5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

Jika Komisaris Utama tidak hadir, ketidakhadiran mana pada Rap
pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rap.
dipimpin aleh Wakil Komisaris Utama.

Jika Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama keduanya tid:
hadir, kefidakhadiran mana pada Rapat pertama tersebut tidak per
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dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh seorang Kornisaris yang
dipilih oleh dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

21,6, Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain
berdasarkan surat kuasa yang sah.

21.7. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan berhak untuk mengambil
keputusan vang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari setengah dari
jumlah anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari paling sedikit 1 (satu)
orang wakil dari masing-masing pemegang saham pihak Indonesia dan
pemegang saham pihak asing hadir dan/atau diwakili oleh kuasanya
dalam Rapat tersebut.

Apabila pada tiap Rapat korum tidak terpenuhi, Rapat akan ditunda.

. Rapat kedua akan diselenggarakan paling cepat 5 (lima) Hari Kerja

dan selambatnya 7 {tujuh) Hari Kerja setelah Rapat Dewan Komisaris
pertama,

Apabila Rapat kedua hendak diselenggarakan panggilan harus
diberikan selambatnya 3 (tiga) Harl Kerja sebelum Rapat kedua,
termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat kedua.

21.8. 1. Keputusan rapat Dewan Komlsaris harus diambil melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat. g

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai,
maka keputusan harus diambil melalul pemungutan suara berdasarkan
suara setuju dari sebagian besar anggota Dewan Komisaris yang hadir
atau diwakili dalam Rapat yang tefah memenubi korum dengan ketentuan

bahwa suara terdirl dari sedikitnya 1 {satu) suara dari masing-masing

Komlsaris yang berasal dari calon yang diajukan oleh pemegang saham
pthak Indonesia dan pemegang saham pihak asing.

21.5. 1. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Dewan Kemisaris lain yang diwakilinya.

2. Pemungutan suara berkenaan dengan diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan pemungutan suara
berkenaan dengan hal-hal lain dilakukan secara lisan atau dengan
mengacungkan tangan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa
keberatan dari mereka yang hadir.

3. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak
dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak boleh
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-
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21.10.1. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh sesearang yani
hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian haru
ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama atal
kuasa mereka yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan, atau dalar
hal Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama tidak hadir, risalah haru
ditandatangani oleh 2 (dua) orang Komisaris, terdiri dari 1 (satu) oran
Komisaris berasal dari calon yang diajukan oleh pemegang sahar
pihak asing dan 1 (satu) orang Komisaris lainnya berasal dari calon yan:
diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia untuk memastikal
kelengkapan dan ketepatan risalah tersebut.

Jika terdapat perselisihan mengenai hal-hal yang termaktub dalar
risalah tersebut, hal-hal tersebut harus diputuskan dalam Rapa
Dewan Komisaris. ' .

2. Jika risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang Notaris
tanda tangan para anggota Komisaris tersebut tidak disyaratkan.

3. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangar
sesual dengan ketentuan ayat 21.10. Pasal 21 Anggaran Dasar ir
merupakan bukti sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris, semu
anggota Direksi, para pemegang saham dan pihak lain tentang segal
sesuatu yang terjadi dan keputusan yang diambll dalam Rapat yan
bersangkutan.

21.11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yan
sah dan menglkat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisarls, denga
ketenfuan semua anggota Dewan Komisars telah diberitahu secara teruli
terlebih dahulu mengenai usul yang bersangkutan, dan semua anggot
Dewan Komisaris telah menyetujul usul yang bersangkutan secara tertull
dan menandatangani persetujuan tersebut,

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan car
demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama sepertl keputusa
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja tahun buku &
laporan tahunan,

Pasal 22,
22,1, 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memus

juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Kemisaris untu
mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimuta,
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2. Tahun buku Persercan berjalan dari tanggal satu Januari sampai
dengan tanggal tiga putuh satu Desember pada tahun yang sama.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

22.2. 1. Dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari setelah buku
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahuan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (b) ayat 11.2. Pasal 11
Anggaran Dasar ini.

2. Laporan tahunan sedikitnya harus memuat :

a. laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang
baru berlalu dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan
dan penjelasan atas dokumen tersebut;

b. neraca konsolidasian dari perusahaan yang bergabung dalam satu grup,
di samping neraca masing-masing perseroan yang bersangkutan
{jika ada);

¢. laporan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan dan
hasil yang telah dicapai;

d. kegiatan utama Perseroan dan setiap perubahan yang terjadi selama
tahun buku yang bersangkutan;

e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang bersangkutan
yang mempengaruhi pelaksanaan usaha Perseroan;

f. nama-nama para anggota Direksi dan anggota Dewan _Aoa_mm_._m
Perseroan; dan

g. honorarium serta tunjangan lain untuk para anggota Direksi nm.: para
anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1)
ayat 22.2. Pasal 22 Anggaran Dasar ini harus ditandatangani atau
disetujui secara teriulis oleh semua anggota Direksi dan semua anggota
Dewan Komisaris.

4. lika ada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
tidak menandatangani atau menyetujui laporan fersebut, maka alasannya
harus diberikan secara tertulis.

5. Salinan laporan tahunan tersebut harus dikirimkan kepada semua
pemegang szham dan harus diterima oleh para pemegang saham paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan, dan laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor
Perseroan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham paling lambat
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30 {tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahuna
diadakan dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 13.2 Pasal i
Anggaran Dasar ini.

22.3. Buku dan catatan perhitungan keuangan Perseroan, ate
permintaan yang wajar, harus sudah disediakan agar dapat diperiks
oleh setiap pemegang saham pada jam kerja biasa Persercan.

22.4. Jangka waktu penunjukan (para) auditor berakhir pad
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan periama setelz
penunjukannya (penunjukan mereka), dengan ketentuan bahw
auditor yang jangka waktu penunjukannya telah berakhir tersety
dapat ditunjuk kembali,

22.5. Auditor, dalam waktu-waktu yang wajar, diperbolehkan untt
memariksa buku perhitungan dan laporan keuangan Persercan de
dapat berdiskust serta memperoleh informasi dari para anggota Direlks
para manajer atau para karyawan Perseroan berkenaan dengan buk
dan laporan tersebut.

Penggunaan laba
Pasal 23.

23.1. Laba bersih yang ditahan Perseroan dalam satu tahun bub
sebagalmana tercantum dalam neraca dan perhitungan leba-rugi yar
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, han
digunakan sebagaimana ditentukan oleh Rapat tersebut atas usule
dari Rapat Direksi.

Dalam usui mana dapat dinyatakan baglan laba bersih yang belu
dibagikan itu yang akan disisihkan untuk dana nmam:mm: sebagaimar
dimaksudkan dalam Pasal 24 Anggaran Dasar Ini.

23.2. Penggunaan keuntungan harus dibayar berdasarkan pada d:
sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegar
Saham yang keputusannya juga harus menetapkan waktu dan ca
pembayaran dividen.

23,3 Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada bad:
hukum yang namanya tercatat atas saham yang terdapat dalam Daft
Pemegang Saham Perseroan, pada hari kerja yang ditentukan oleh at:
atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham yang memutusk;
persetujuan atas pembagian dividen tersebut,
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Direksi akan memberitahu pemegang saham mengenai waktu
pembayaran.

23.4. Setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, Direksi
dapat membagikan dividen interim, jika pembagian tersebut tidak
menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil
daripada jumlah modal disetor ditambah cadangan wajib, dengan
ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan
dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutriya yang diambil sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Ini,

23.5, Dalam hal perhitungan faba-rugi dalam 1 (satu) tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan
atau cadangan lain atau dengan keuntungan tahun buku sebelumnya,
kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba-rugi dan
selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap
tidak rmendapat keuntungan selama kerugian vang dicatat dalam
perhitungan laba-rugl belum tertutup semuanya, tanpa mengurangi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia. .

23.6. Dividen yang tidek diambit oleh setiap pemegang saham setelah
5 (lima) tahun terhitung sejak hari dividen tersebut dapat dibayarkan,
harus dimasukkan sebagal dana cadangan yang khusus dibentuk untuk
tujuan tersebut. Dividen tersebut harus dibayar sesuai dengan tata cara
yang ditentukan oleh Rapat Diraksi,

Penggqunaan dana cadangan.
. Pasal 24.

24.1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran
Dasar ini-dan atas usulan dari Direkst,

24.2, Penyisihan laba bersth untuk dana cadangan barus dilakukan
sampai dana cadangan terkumpul paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah modal yang ditempatkan Perseroan,.

24,3, Dana cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana
disebutkan dalam ayat 24.2. Pasal 24 Anggaran Dasar ini hanya dapat
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
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24.4, Dalam hal jumlah dana cadangan melebihi 20% (dua pulu
persen) dari modal yang dikeluarkan Perseroan, dana cadangan yan
melebihi jumlah tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan Perseroa
sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,

24,5, Dengan mengindahkan keputusan Rapat Umum Pemegan
Saham, Direksi harus mengelola dana cadangan dan mengusahakan age
dana cadangan tersebut menghasilkan laba dengan cara yang diangga
baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan denga
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak
di Republik Indonesia,

24.6. Setiap keuntungan yang diperoleh dari dana cadangan tersebt,
harus dibukukan dalam neraca laba rugi Perseroan. _

Pengubahan anggaran dasar
Pasal 25,

25.1. Setiap pengubahan pada Anggaran Dasar inl, yang menyangkt
pengubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, tempat kedudukar
peningkatan atau pengurangan modal dasar Perseroan, hanya dape
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yan
khusus diadakan untuk maksud tersebut, yang dihadiri atau diwakili par
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagia
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suar
yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagia
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalarn Rapat.

25.2. Apabila korum Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 25,1
Pasal 25 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegan
Saham kedua dapat diadakan paling cepat 10 {sepuluh) Hari Kerja setela
tanggal Rapat pertama (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanag;
Rapat) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kerja setelah tangg:
Rapat pertama (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapal

- untuk membahas acara yang sama yang seharusnya dibicarakan dalat

Rapat pertama di tempat yang sama, dengan syarat dan korum yan
sama, kecuali (i) jangka waktu panggilan dikurangi menjadi paling sedik
7 {tujuh) Hari Kerja, tidak termasuk tanggal panggilan dan tangg:
Rapat, dan (ii) setiap keputusan Rapat kedua tersebut harus diamt
melalul pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedik
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3/4 (tiga perernpat) bagian dari jumliah seluruh suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam Rapat. .

Untuk kepentingan ayat 25.2. Pasal 25 Anggaran Dasar ini, yang
dimaksud dengan Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari
Jumat, kecuali hari libur nasional sebagaimana ditetapkan oleh
pemerintah,

25.3. Setlap pengurangan modal Perseroan harus dilakukan
berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang
Saham berdasarkan ayat 25.1.-Pasal 25 Anggaran Dasar ini, dengan
ketentuan bahwa Direksi harus menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada semua kreditur mengenal keputusan tersebut dan harus
mengumumkan hal tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian, paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak tanggal Rapat. _

25.4, Setiap keputusan mengenal pengubahan Anggaran Dasar ini
wajib disetujui oleh, atau wajib dilaporkan kepada Menteri vang tugas
dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai
dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perserpan Terbatas.

Penggabungan, peleburan pengambilalihan,
dan pemisahan.

Pasal 26.

26.1, Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesig, setiap penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Szham yang dihadiri
atau diwakili oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan dengan bhak suara yang sah dan setiap keputusan
sehubungan dengan hal-hal tersebut harus diambil jika disetujui oleh
sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat,

Dalam hal kerum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka
dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua berhak mengamubil
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya
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yang sah yang mewakili sedikitnya 2/3 {dua per tiga) bagian dari jumlz
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ole
Perseroan dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian da
Jumlah seluruh suare yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

26.2. Direksi wajib mengumumkan setiap rencana penggabunga
peleburan, pengambiialihan dan pemisahan dalam paling sedikit 1 (saty
surat kabar harian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum panggila
Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan untuk membicaraka
rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan,

Pembubaran dan fikuidasi.
Pasal 27.

27.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pembubaran Parseroz
hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegar
Saham yang dihadiri atau diwakill para pemegang saham yang mewak
sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yar
telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan keputusan mengen
hal yang tersebut di atas harus diambil jika disetujui oleh paling sedik
3/4 (tiga perempat) bagian dar jumlah selurch suara yang dikeluarkz
dengan sah dalam Rapat, ]

27.2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rap
Umum Pemegang Saham, atau karena Perseroan dinyatakan bub:
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi ole
likuidator oleh satu atau lebih likuidator.

27.3. 1. Direksi bertindak sebagai likuidator, jika keputusan dalai
Rapat Umum Pemegang Saham atau ketetapan Pengadilan sebagaimar
dimaksud dalam ayat 27.2. Pasal 27 Anggaran Dasar ini di atas tid:
menunjuk likuidator. . .

2. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementar.
pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab de
pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi fikuidator,

3. Honorarium likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegar
Saham atau ditetapkan oleh Pengadilan.

27.4. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tangg
pembubaran Perseroan :
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‘a. Mendaftarkan pembubaran Perseroan, serta nama dan alamat

likuidater dalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindusttian
dan Perdagangan;

b. Mengajukan permohonan untuk mengumumkan pembubaran
Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Berita Negara

Republik Indonesia; -

c. Mengumumkan pembubaran Perserpan serta nama dan alamat
likvidator datam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar
di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan
kegiatan usahanya, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan

d. Melaporkan pembubaran Perseroan serte nama dan alamat likvidator

kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum

dan hak asasi manusia.

27.5. 1. likuidator harus bertanggung-jawab kepada Rapat Umum
Pemegang Saham atas [kuidasi yang dilakukannya,

2. Sisa bersih kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada
para pemegang saham, dan setiap pemegang saham berhak untuk
menerima bagian sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang
dimilikinya yang tefah disetor penuh.

3. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir
proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Republik Indonesia.

27.6. Pasal-pasal pada Anggaran Dasar ini sebagaimana termaktub
dalam akta ini atau pengubzhan selanjutnya, tetap berlaku sampal
tanggal atau pertanggungjawaban terhadap likuidasi disahkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan para pemegang
saham yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar ini, dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para likuidator atau
Direksi yang melaksanakan likuidasl.

Ketentuan lainnya.
. Pasal 28.
28.1. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar Ini.
a. Semua pemegang saham Perseroan dianggap telah memitih tempat

kedudukan hukum yang tetap di alamat mereka masing-masing
sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; dan
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b. Para anggota Direkst dan para anggota Dewan Komisaris Perseroa
dianggap telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap
alamat mereka masing-masing sebagaimana diberikan oleh merek
masing-masing kepada Direksi sesuai dengan ayat 16.12. Pasal 1
dan ayat 19.10, Pasal 19 Anggaran Dasar ini. .

28.2, Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalai

_Anggaran Dasar inl harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegar

Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
Para pihak dengan ini menerangkan dan menegaskan, bahws :
a. Susunan pemegang saham Perseroan serta jumlah saham vyar
telah disetor penuh adalah sebagai berikut :
a. PT. Astra International Thk :
250.000.000 (dua ratus fima puluh juta) -
saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 250.000.000.000,(
(dua ratus lima puluh milyar Rupiah); dan
b. Toyota Financiat Services Corporation :
250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)
saham, dengan nHai nominal seluruhnya
{(dua ratus lima puiuh milyar Rupiah);
atau seluruhnya Berjumlah 500.000.000
{lima ratus juta) saham, dengan nilai
nominal SelUTUNNYE .vvvereinmrrenseneieniana
(lima ratus milyar Rupiah).

Rp. 250.000.000,000,(

Rp. 500.000.000.000,(

b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pa
saat ini adalah sebagal berikut :

-Presiden Direktur : tuan Buntoro Muljono, lzhir
Jakarta pada tanggal 26 (dua pul
enam) Desember 1955 (seril
sembilan ratus lima puluh limsz
Warga Negara Indonesia, bertemp
tinggal di Jakarta, Jalan Karmel If
25, Kebon Jeruk, Jakarta Bare
pemegang Kartu Tanda Pendud
nomor 09.5205.261255.0674;
-Wakil Presiden Direktur ¢ tuan Yoshinarl Ishikawa, lahir

Jepang pada tanggal 7 {tujuh) Ar
1955 {seribu sembilan ratus lir
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puluh lima), Warga Negara Jepang,
swasta, bertempat tinggal di Jepang,
pemegang paspor Jepang nomor
TZ0290394;

tuan Kurnadi Tandudjaja, lahir di
Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh)
Maret 1962 (seribu sembilan ratus
enam puluh dua), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Taman Alia Indah
Blok B.I nomor 31, Kembangan,
Jakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 09.5208.
100362.0408;

tuan Graham Charles Stuart, lahir di
Simonstown pada tanggal 12 (dua
belas) Desember 1950 (seribu
sembilan ratus lima puluh), Warga
Negara New Zealand, swasta,
bertempat tinggal di New Zealand,
pemegang paspor New Zealand
nomar AA468280;

tuan Ayakuni Muramoto, lahir di
Jepang pada tanggal 23 {dua puluh
tiga) Okkober 1966 (seribu sembilan
ratus enam puluh enam), Warga
Negara Jepang, swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Apartemen
Pondok Indah Tower 2, Rodm 2064,
Jalan Metrc Kencana IV, Jakarta
Selatan, pemegang Paspor Jepang
nemor TF7280565;

tuan David (Gemilang) Iskandar, lahir
di Clrebon pada tanggal 29 (dua
puluh sembilan) Nopember 1964

- {seribu sembilan ratus enam puluh

empat), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di
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Jakarta, Jatan Cipinang Muara Ruku
Tetangga 011, Rukun Warga 00:
Kelurahan Cipinang, Kecamata
Jatinegara, Jakarta Titmur, pemegan
Kartu Tanda Penduduk noma
09.5404,291164.8504;

tuan Takeshi Suzuki, lahir di Jepan
pada tanggal 18 (delapan belas
Nopember 1947 (seribu sembila
ratus empat puluh tujuh), Warg
Negara Jepang, swasta, bertempz
tinggal di Jepang, pemegang paspc
Jepang nomor TH2220011;

tuan Michael Dharmawan Ruslinr
lahir di Bandung pada tangge
29 {dua puluh sembtlan) Nopembe
1953 ({seribu sembilan ratus lim
puluh tiga}, Warga Negara Indonesi
swasta, bertempat tinggal
Jakarta, Jalan Taman Patra IX/C
Kuningan Timur, Jakarta Selatar
pemegang Kartu Tanda Pendudu
nomor 09.5302.291153.0311;
tuan Takesht Fukuda, lahir di Jepan
pada tanggal 11 (sebelas) Mei 194
(seribu sembilan ratus empat pulu
tujuh}), Warga Negara Jepang
swasta, bertempat tinggal di Jepang
pemegang Paspor Jepang nomc
TG2765011;

tuan Johnny Darmawan Danu
sasmita, lahir di Jakarta pada tangg:
1 (satu) Agustus 1952 (serib
sembilan ratus lima puluh dua’
Warga Negara Indonesia, swast:
bertempat tingga! di Jakarta, Jala
Bungur Besar nomor 54, Kemayorar
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Jakarta Pusat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 09.5003.
_ 010852,0007;

untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan tahun 2010, yang akan tetap berlaku pada

saat perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini disetujui oleh, dan

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

B. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
dan/atau

batk bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk :

memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar inl pada
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk memperoleh persetujuan dan untuk mengajukan serta menanda-
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memillh
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan fain yang mungkin
diperlukan. .

Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai buktinya :
Maka akta ini.

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti
disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. nyonya Suwanti, lahir di Pacitan pada targgal 1 (satu) Juli 1964
(seribu sembilan ratus enam puich empat), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Penggiiingan Baru I nomor 2,
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5405.
410764,0094;

2, Nyonya Sri Watini, lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 (dus puluh
fima) Januari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Semeru V
Blok K.10/3, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5106.110239.0012.
Kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi.
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Atas permintaan penghadap akta inl tidak dibacakan oleh says:
Notaris, karena menurut keterangan penghadap, akta ini telah dibac
sendirl, diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saks
maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setfap halaman dan ditand
tanganilah aktz ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Diperbuat dengan tidak ada perubahan.

Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan untuk safinan yang sama bunyinya
Jakaria, 22 Agustus 2008
Notarls Kota Jekarta Pusat

(LINDA HERAWATI, SH)

Hak Cipta dilindungl Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA R.I

33




O O A e

B

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.1I. Tanggal 15/9 — 2009 No. 74
Pengumuman dalam Berita - Negara R.1. sesuai dengan ketentuan

pasal 30 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

RALAT

Dalam Tambahan Nomor 23728 Berita Negara R.I Tgl 14/11 -
2008 No.92 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Toyota Astra
Financial Services yang berkedudukan di Jakarta terdapat kesalahan
cetak pada hal. 28 baris ke 13, yaitu :

i) Kegiatan usaha biasa sehubungan dengan jumlah saido yang
terhutang dalam jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000,- {sepuluh

milyar rupiah) untuk setiap pelanggan korporasi) dan/atau kelompok
usahanya (group);

menjadi berbunyi mm_umom.._ berikut ;

ii) Kegiatan usaha biasa sehubungan dengan jumlah salda yang
terhutang dalam jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000,- {sepuluh
milyar rupiah) untuk setiap pelanggan dan/atau kelompaok usahanya
(group);

Demikian keszlahan tersebut dibetulkan,




